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Yth. 1. Walikota Baubau
2. Bupati Buton
3. Bupati Wakatobi
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5. Bupati Buton Selatan
6. Bupati Buton Tengah

Sehubungan dengan penyaluran DAK Fisik Tahap III TA 2022 oleh KPPN, dan

memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik Tahap III dilaksanakan per subbidang atau per bidang untuk DAK

Fisik yang tidak memiliki subbidang, dengan ketentuan :

a. Dokumen persyaratan permintaan penyaluran meliputi:

1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output yang menunjukkan

realisasi penyerapan dana s.d. Tahap II paling sedikit 90% dari dana yang telah

diterima di RKUD dan capaian keluaran (output) paling sedikit 70%;

2) Laporan Hasil Reviu (LHR) dari Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota atas

Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output s.d. Tahap II;

3) Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan

kegiatan DAK Fisik s.d. Tahap II;

4) Laporan yang memuat Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK) per jenis per

bidang/subbidang dengan capaian keluaran (output) 100%; dan

5) Laporan sisa DAK Fisik.

Penjelasan mengenai dokumen persyaratan sebagaimana Lampiran nota dinas ini.

b. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), 2), 4) 
dan

5) merupakan hasil cetakan dari aplikasi OMSPAN.

c. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima dengan

lengkap dan benar oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat

tanggal 15 Desember 2022.

d. DAK Fisik Tahap III disalurkan sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan

sampai dengan Tahap II dengan NRPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4).

e. DAK Fisik tahap III tidak disalurkan, dalam hal:

1) Tidak salur tahap II atau jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II

lebih besar atau sama dengan Laporan NRPK;

2) Nilai realisasi penyerapan dana s.d. tahap II lebih kecil dari 90% dan/atau capaian

keluaran (output) s.d. tahap II lebih kecil dari 70%; dan/atau
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3) Pemda tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan

benar sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan batas waktu

penyampaian, yaitu tanggal 15 Desember 2022.

2. Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas data yang direkam oleh

OPD/Dinas, meliputi:

a. SP2D BUD atas penggunaan DAK Fisik s.d. tahap II;

b. Volume dan capaian output atas penyaluran DAK Fisik s.d. tahap II;

c. Foto yang menunjukkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan DAK Fisik s.d. tahap II; dan

d. Laporan NRPK.

3. Dalam hal hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota

pada angka 2 telah sesuai, maka Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan

persetujuan sehingga status data pada aplikasi OMSPAN menjadi “Disetujui APIP”.

Sebaliknya, dalam hal hasil reviu yang dilakukan belum sesuai, maka Inspektorat Daerah

provinsi/kabupaten/kota melakukan penolakan sehingga status data pada aplikasi

OMSPAN menjadi “Ditolak APIP”.

4. Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pencetakan LHR

bidang/subbidang yang dimintakan penyalurannya pada aplikasi OMSPAN, setelah

semua data berstatus minimal “Disetujui APIP”.

5. LHR dimaksud selanjutnya ditandatangani dan disampaikan kepada BPKAD untuk

diupload sebagai syarat penyaluran tahap III bersama dengan dokumen syarat

penyalurannya lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.

6. Berkenaan dengan tersebut di atas, Pemerintah Daerah agar segera menyiapkan dan
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II bagi Pemerintah
Daerah yang belum salur tahap II.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan 
pelayanan secara SIGAP: Sinergi, Integritas, Gigih, Amanah, Profesional.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Tipe A2 
Bau-Bau

Ditandatangani secara elektronik

Johan Raditya Putra Sayekti
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Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF


		2022-08-31T18:20:49+0700




